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ABSTRAK

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah belum selesai waktunya untuk menjabat dalam satu
periode dengan sewaktu-waktu ia dapat diberhentikan. Perumusan masalah pada penelitian ini
adalah bagaimana pengaturan dan tata cara pemberhentian ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan apakah pemberhentian
Erisman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang telah sesuai dengan
peraturan yang mengatur. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan dan tata cara
pemberhentian ketua DPRD kabupaten/ kota menurut peraturan perundang-undangan terkait dan
untuk mengetahui pemberhentian Erisman sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Padang telah sesuai dengan peraturan yang mengatur pemberhentian ketua Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka
penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yaitu penelitian hukum mengenai
pemberlakuan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) secara in
action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, badan hukum atau
badan pemerintahan. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara
kualitatif yaitu berupa uraian terhadap data yang terkumpul berdasarkan peraturan perundang-
undangan, pandangan dari para ahli dan diuraikan dengan kalimat-kalimat. Dalam hasil penelitian
ini, pengaturan yang menjadi dasar hukum dalam melaksanakan pemberhentian terhadap ketua
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2015,
Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 3 Tahun 2015, dan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 4
Tahun 2015. Dalam pengaturan tersebut terdapat dua macam tata cara pemberhentian ketua Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/ kota yaitu, Pertama tata cara berdasarkan usulan partai
politik. Kedua adalah tata cara melalui pengaduan kepada Badan Kehormatan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah kabupaten/ kota. Pemberhentian Erisman telah sesuai dengan aturan yang berlaku,
akan tetapi aturan-aturan tersebut perlu ditinjau ulang dan diperbaiki agar kasus yang menimpa
Erisman tidak terulang lagi dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia kedepannya.



